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1. Analisis Struktur Pengeluaran
a. Apakah struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya sudah efisien?

Struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya dapat dikatakan belum sepenuhnya efisien.
Hal ini karena proporsi anggaran masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin seperti
gaji pegawai, administrasi, dan biaya operasional birokrasi dibandingkan peningkatan
kualitas pembelajaran secara langsung. Akibatnya, dana pendidikan belum memberikan
dampak maksimal terhadap mutu pendidikan, pemerataan akses, dan peningkatan
kompetensi peserta didik.

Selain itu, indikasi ketidakefisienan terlihat dari kemungkinan adanya tumpang tindih
program, pengeluaran administratif yang terlalu besar, serta kurang optimalnya
pemanfaatan teknologi pendidikan. Jika sebagian besar anggaran habis untuk kebutuhan

non-prioritas, maka efektivitas pendidikan dalam jangka panjang akan menurun.

b. Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Beberapa bagian anggaran pendidikan perlu direalokasi agar lebih efektif dan sesuai dengan

kebutuhan pendidikan modern.

1. Pengeluaran administrasi dan birokrasi
Anggaran administrasi yang terlalu besar perlu dikurangi dan dialihkan ke kegiatan yang
langsung berdampak pada proses belajar mengajar. Hal ini penting agar dana pendidikan
lebih fokus pada peningkatan kualitas siswa dan guru.

2. Belanja seremonial atau program kurang prioritas
Kegiatan yang bersifat formalitas, rapat berlebihan, atau proyek yang tidak mendukung
hasil pendidikan secara nyata sebaiknya dikurangi. Dana tersebut lebih bermanfaat jika

digunakan untuk kebutuhan inti pendidikan.



3. Realokasi ke peningkatan kualitas guru
Dana perlu diperbesar untuk pelatihan guru, sertifikasi, peningkatan kompetensi digital,
dan pengembangan metode pembelajaran. Guru merupakan faktor utama dalam
menentukan kualitas pendidikan.

4. Realokasi ke sarana dan teknologi pendidikan
Sekolah yang masih kekurangan fasilitas belajar, laboratorium, internet, dan media
pembelajaran digital perlu mendapat prioritas agar kualitas pendidikan lebih merata.

5. Realokasi ke bantuan siswa kurang mampu
Sebagian anggaran sebaiknya diarahkan untuk beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah,
dan subsidi pendidikan agar angka putus sekolah dapat ditekan serta akses pendidikan
menjadi lebih adil.

2. Analisis Sumber Pembiayaan
a. Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?
Ya, pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih cenderung terlalu bergantung pada
pemerintah daerah. Ketergantungan ini dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti
keterbatasan anggaran ketika pendapatan daerah menurun, ketimpangan kualitas

pendidikan antarwilayah, serta lambatnya pengembangan fasilitas dan inovasi pendidikan.

Jika seluruh pembiayaan hanya bertumpu pada APBD, maka program pendidikan menjadi
rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan prioritas politik daerah. Selain itu, daerah
dengan kapasitas fiskal rendah akan kesulitan meningkatkan mutu pendidikan
dibandingkan daerah yang memiliki pendapatan lebih besar. Akibatnya, pemerataan
pendidikan menjadi sulit tercapai.

b. Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang
tepat.
Ya, pelibatan sektor swasta dan skema pembiayaan alternatif diperlukan agar pembiayaan
pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Dengan tambahan sumber
dana, kualitas pendidikan dapat meningkat lebih merata dan berkelanjutan. Beberapa

model yang tepat yaitu:



1) Public Private Partnership (PPP)
Model ini dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam
mendukung pembangunan pendidikan. Perusahaan swasta dapat membantu
pembangunan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, hingga penyediaan
teknologi pembelajaran digital. Selain itu, sektor swasta juga dapat terlibat dalam
pelatihan vokasi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Model PPP penting karena mampu mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus
mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan. Dengan kerja sama ini, sekolah
tidak hanya bergantung pada dana APBD sehingga pembangunan fasilitas pendidikan
dapat berjalan lebih efektif dan modern.

2) Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan dapat didorong untuk menyalurkan program CSR di bidang pendidikan,
misalnya pemberian beasiswa, pembangunan perpustakaan digital, pelatihan guru, atau
bantuan sarana sekolah di daerah terpencil. Model ini efektif untuk membantu
pemerataan pendidikan tanpa membebani APBD secara penuh.

3) Dana Abadi Pendidikan
Pemerintah dapat membentuk dana investasi jangka panjang yang hasil
pengelolaannya digunakan untuk membiayai program pendidikan. Model ini penting
karena dapat menciptakan sumber pembiayaan yang lebih stabil dan tidak sepenuhnya
bergantung pada anggaran tahunan pemerintah.
Dengan adanya dana abadi, program pendidikan seperti beasiswa, riset, pengembangan
sekolah, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat tetap berjalan meskipun
kondisi ekonomi daerah sedang menurun. Model ini juga mendukung keberlanjutan

pembiayaan pendidikan dalam jangka panjang.

3. Perbandingan dengan Negara OECD
a. Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?
Beberapa praktik negara OECD yang realistis diadopsi Indonesia yaitu peningkatan kualitas
guru melalui pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta

sistem pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih transparan dan berbasis hasil. Selain



itu, kerja sama antara sekolah dengan dunia industri juga penting diterapkan agar
pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?
Tantangan utama di Indonesia yaitu masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antar
daerah, keterbatasan anggaran, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata.
Selain itu, akses teknologi di daerah terpencil masih terbatas dan birokrasi pendidikan yang

cukup kompleks dapat menghambat penerapan kebijakan secara cepat dan merata.

4. Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

1.

2
3.
4

Perubahan struktur belanja.
Strategi peningkatan kualitas guru
Digitalisasi sekolah

Mekanisme monitoring dan evaluasi



PROPOSAL REFORMASI PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Provinsi Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Namun, sistem pendidikan di
Nusantara Raya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketimpangan kualitas
sekolah, distribusi guru yang belum merata, keterbatasan fasilitas pembelajaran, serta
rendahnya pemanfaatan teknologi pendidikan. Selain itu, penggunaan anggaran pendidikan
masih lebih banyak terserap pada belanja rutin dibandingkan program yang berdampak
langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Di era perkembangan teknologi dan persaingan global, sistem pendidikan dituntut menjadi
lebih efektif, modern, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Oleh karena itu,
diperlukan reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun agar pengelolaan anggaran
menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan

secara menyeluruh.

B. Tujuan Reformasi

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.
Meningkatkan kualitas guru dan hasil belajar siswa.

Mempercepat pemerataan akses teknologi pendidikan.

Mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Mewujudkan sistem pendidikan yang transparan dan berbasis evaluasi kinerja.
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c. Program Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun
1. Reformasi Struktur Belanja Pendidikan
Reformasi struktur belanja dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang kurang
produktif dan meningkatkan anggaran untuk program prioritas pendidikan. Fokus
utama diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan teknologi

sekolah, serta bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

1. | Tunjangan Guru dan Administrasi 65% 40 %




2 Infrastruktur dan Teknologi Pendidikan 15% 25%
3 Pelatihan dan Pengembangan Guru 5% 10%
4. | Bantuan Pendidikan dan Beasiswa 10% 15%
5 Program Inovasi Pembelajaran 5% 10%
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Strategi Perubahan:
1. Mengurangi belanja administrasi yang tidak berdampak langsung pada
pembelajaran.
2. Mengalihkan anggaran pada fasilitas sekolah dan teknologi pendidikan.
3. Memprioritaskan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu.
4. Menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja agar penggunaan dana lebih
efektif.
2. Strategi Peningkatan Kualitas Guru
Peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama karena guru merupakan faktor penting
dalam keberhasilan pendidikan. Strategi yang akan dilakukan meliputi:
a. Pelatihan Kompetensi Guru
Pemerintah akan melaksanakan pelatihan rutin mengenai metode pembelajaran
modern, penggunaan teknologi digital, dan pengembangan media pembelajaran
interaktif agar proses belajar lebih efektif dan menarik.
b. Sertifikasi dan Evaluasi Berkala
Guru akan mengikuti evaluasi kompetensi dan sertifikasi secara berkala untuk
memastikan kualitas pengajaran terus meningkat sesuai standar pendidikan nasional.
c. Pemberian Insentif
Guru yang memiliki prestasi dan kinerja baik akan diberikan penghargaan atau
tambahan insentif untuk meningkatkan motivasi kerja dan profesionalisme.
d. Pemerataan Distribusi Guru
Pemerintah akan melakukan pemerataan distribusi tenaga pendidik, terutama untuk

daerah terpencil yang masih kekurangan guru berkualitas.

3. Program Digitalisasi Sekolah



Digitalisasi sekolah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas

akses pendidikan berbasis teknologi. Program digitalisasi yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Pengembangan Infrastruktur Digital

Pemerintah akan menyediakan akses internet, jaringan Wi-Fi, dan fasilitas komputer
di sekolah agar siswa dan guru dapat mengakses sumber belajar digital dengan mudah.
Pengadaan Media Pembelajaran Digital

Sekolah akan memperoleh bantuan perangkat seperti komputer, proyektor, dan
perangkat multimedia untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi.
Penggunaan Platform Pembelajaran Online

Pemerintah akan mengembangkan platform pembelajaran digital yang dapat
digunakan untuk penyampaian materi, tugas, ujian, dan komunikasi antara guru dan
siswa.

Digitalisasi Administrasi Sekolah

Sistem administrasi sekolah akan diubah menjadi berbasis digital, seperti absensi
online, pengelolaan nilai elektronik, dan pelaporan data pendidikan agar lebih efisien

dan transparan.

4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

1. Sistem Monitoring

Penggunaan Anggaran Audit dan laporan keuangan digital

Kinerja Guru Evaluasi kompetensi dan kinerja berkala
Digitalisasi Sekolah Monitoring penggunaan teknologi pendidikan
Bantuan Pedidikan Verifikasi data penerima bantuan

Kualiyas Pembelajaran Penilaian hasil belajar siswa

Indikator Keberhasilan

Meningkatnya kualitas hasil belajar siswa.
Meningkatnya kompetensi dan pemerataan guru.
Bertambahnya sekolah yang menggunakan teknologi digital.

Menurunnya kesenjangan pendidikan antarwilayah.



5. Penggunaan anggaran pendidikan menjadi lebih efektif dan transparan.

2. Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi reformasi pembiayaan pendidikan dilakukan secara berkala untuk

memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

penggunaan anggaran pendidikan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan

kualitas pendidikan di Nusantara Raya.

a. Evaluasi Semester dan Tahunan
Evaluasi semester dilakukan setiap enam bulan untuk memantau perkembangan
program reformasi, seperti peningkatan kualitas guru, perkembangan digitalisasi
sekolah, distribusi tenaga pendidik, serta penggunaan anggaran pendidikan. Selain
itu, evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian target reformasi selama
satu tahun dan menentukan langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

b. Pembentukan Tim Evaluasi Independen
Pemerintah akan membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari akademisi,
praktisi pendidikan, auditor keuangan, dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertugas
melakukan pengawasan dan penilaian secara objektif terhadap pelaksanaan reformasi
pendidikan agar program berjalan transparan dan akuntabel.

c. Penggunaan Sistem Evaluasi Berbasis Data Digital
Seluruh proses evaluasi dilakukan menggunakan sistem data digital yang terintegrasi.
Data yang dikumpulkan meliputi hasil belajar siswa, tingkat kehadiran guru dan
siswa, perkembangan penggunaan teknologi sekolah, distribusi guru, kondisi fasilitas
pendidikan, serta penggunaan anggaran pendidikan. Sistem ini membantu
pemerintah memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat dalam mengambil
keputusan.

d. Pengukuran Indikator Keberhasilan
Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama, seperti peningkatan hasil
belajar siswa, pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah, peningkatan kompetensi

guru, bertambahnya sekolah yang menggunakan teknologi digital, dan efisiensi



penggunaan anggaran pendidikan. Indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai
keberhasilan reformasi pembiayaan pendidikan.
e. Hasil Evaluasi sebagai Dasar Penyesuaian Anggaran

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan
anggaran pendidikan tahun berikutnya. Program yang terbukti efektif akan
dipertahankan atau diperluas, sedangkan program yang kurang efektif akan
diperbaiki agar penggunaan anggaran pendidikan menjadi lebih tepat sasaran dan
memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

d. Penutup
Reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun di Nusantara Raya diharapkan mampu
menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, modern, dan merata. Melalui
perubahan struktur belanja, peningkatan kualitas guru, digitalisasi sekolah, serta sistem
monitoring dan evaluasi yang baik, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber

daya manusia yang kompetitif dan siap menghadapi perkembangan zaman.



